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ABSTRAK

Dalam melaksanakan pembangunan nasional Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan
dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan
berkeadilan, dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan
negara terutama yang berasal dari pajak, sehingga untuk memenuhi
kebutuhan penerimaan pajak tersebut diperlukan pemberian akses yang
luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh
informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan, saat ini masih
terdapat keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan Indonesia untuk
menerima dan memperoleh informasi keuangan yang diatur dalam
undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah,
dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang
dapat mengakibatkan kendala bagi otoritas perpajakan dalam
penguatan basis bahwa Indonesia telah mengikatkan diri pada
perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk
memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan
pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange
of Financial Account Informationl dan harus segera membentuk
peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai
akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum
tanggal 30 Juni 2017 Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu
membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses
Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-
Undang;

Dasar hukum dari Undang-Undang ini : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1),
Pasal 20, Pasal 22 Ayat (2).

Dalam Undang-Undang diatur tentang penetapan peraturan pemerintah
penggantin Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses
Informasi Keuangan Untuk kepentingan Perpajakan menjadi Undang-
Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari Undang-Undang ini.

CATATAN

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017.






